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Dewan Larang Truk Sampah DKI Jakarta Masuk Sebelum
Bantargebang Beres

KOTA BEKASI - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut segera melakukan pembenahan
menyeluruh terhadap pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

Pasalnya pasca kejadian insiden gunung sampang yang longsor di TPST Bantargebang yang
mengakibatkan 7 orang meninggal dunia tersebut, berdampak pada mobilitas kemacetan
parah truk sampah di Bantargebang (per Maret 2026).

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi Il DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary.

Baca Juga:DPRD Dorong Pemkot Bekasi Hadirkan Perguruan Tinggi Negeri

Antrean truk sampah itu bahkan disebut mencapai panjang 5 hingga 8 km kilometer yang
berdampak pada aktivitas warga sekitar kawasan tersebut, serta timbulnya bau menyengat.

“Antrean panjang, kemacetan yang parah ini merugikan pemerintah kota Bekasi. Masyarakat
menjadi terganggu aktifitasnya dan bau sampah serta air lindinya mencemari jalanan
disekitaran lokasi Bantargebang. Pemerintah kota Bekasi juga harus tegas dalam
menyingkapi hal ini,” ujarLatu Har Hary.

Latu, meminta sebelum penantaan TPST Bantargebang benar-benar rampung truk sampah
dari DKI dilarang masuk ke wilayah Kota Bekasi agar masyarakat yang berada di sekitar
lokasi maupun pengguna jalan tidak ikut terdampak.

Baca Juga:Jelang Lebaran 2026, DPRD Tinjau Kesiapan Pengamanan dan Layanan Mudik

“Ini sampah milik masyarakat DKI Jakarta, masa permasalahannya masyarakat kota Bekasi
yang terkena imbas dan dampaknya, rugi dua kali kita. Tidak bisa hal ini dibiarkan berlarut -
larut,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga menekankan pentingnya memasukkan klausul sanksi tegas dalam
pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah DKI dan Pemerintah Kota Bekasi,
jika terjadi kelalaian yang menimbulkan dampak lingkungan.
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“Kalau bisa mumpung saat ini sedang dilakukan pembahasan yang intens terkait
pembaharuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan
pemerintah kota Bekasi, harus ada klausul sanksi yang tegas terkait kelalaian yang dilakukan
oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saksinya bisa berupa ganti rugi untuk upaya
pemulihan dampak lingkungan yang disebabkan nya,” ucap Latu.

Lebih jauh, menurutnya jika antrean truk sampah ini dibiarkan berlarut - larut masyarakat
Bantargebang dan sekitarnya akan melakukan aksi protes untuk menuntut Pemerintah DKI
segera menyelesaikan polemik permasalahan sampah tersebut.(ad)

Baca Selanjutnya
Lebih dari Sekadar Hiburan: Hubungan Seni Tradisional Sunda dengan Ritual Spiritual


https://prolitenews.com/hiburan-hubungan-seni-tradisional/

